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PERATURANDAERAHKABUPATENLUWUUTARA 

NOMOR le TAHUN2008 

TENT ANG 

PERUBAJIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAJI 
TAHUN ANGGARAN 2008 

DENGAN RAJIMAT TUHAN YANG MAJIA ESA 

BUPATILUWUUTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan 
asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar 
k!!giatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih 
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam 
tahun anggaran berjalari maka perlu dilakukan perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. 

b. bahwa sehubungan 'dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 perlu 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

.:, 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Dali II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3826); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia�un 
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik In nesia 
Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang- dang 
Nomor 22 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Perda Hal. 1 



f ' 
' 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); · 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia T Ahun 
1977 Nomor 11, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 25); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Ifid�nesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentarig Retrebusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 
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Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 51.194.717.682,03 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
setelah perubahan Rp. 00 

Pasal2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: 
a. Pendapatan asli Daerah 

1) Semula Rp. 14.054.593.000,00 
2) Bertambah Rp. 962.480.700,00 
Jumlah PAD setelah Perubahan Rp. 15.017.073.700,00 

b. Dana Perimbangan 
1) Semula 
2) Bertambah 
Jumlah dana berimbangan 
setelah perubahan 

Rp. 396.382.513.000,00 
Rp. 1.378.186.000,00 

Rp. 397.760.699.000,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
1) Semula Rp. 9.811.378.000,00 
2) Bertambah Rp. 16.102.637.300,00 
Jumlah Iain-lain pendapatan daerah 
yang sah setelah perubahan Rp. 25.914.015.300,00 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan : 
a. Pajak daerah 

1) Semula Rp. 2.678.100.000,00 
2) Bertambah Rp. 103.606.000,00 
Jumlah pendapatan asli daerah 
setelah perubahan Rp. 2.781.706.000,00 

b. Retribusi daerah 
1) Semula Rp. 7.968.493.000,00 
2) (berkurang) Rp. 99.867.000,00 
Jumlah ret. daerah setelah perubahan Rp. 7.868.626.000,00 

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
3) Semula Rp. 300.000.000,00 
4) Bertambah Rp. 135.938.000,00 
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan Setelah perubahan Rp. 435.938.000,00 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
1) Semula Rp. 3.108.000.000,00 
2) Bertambah Rp. 822.803.700,00 
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah 
setelah perubahan Rp. 3.930.803.700,00 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terd.iri dari 
jenis pendapatan 
a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

1) Semula Rp. 36.404.793.000,00 
2) Bertambah Rp. 1.378.186.000,00 
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahanRp. 37.782.979.000,00 
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6. Lampiran VT Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VJII Daftar Penyertaam Modal (Investasi) Daerah; 

9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

11. Lampiran XI 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset. 
Lainnya; 

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
anggara.., ini; 

' . 
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan: . 

13. Lampiran XIU Daftar Pinjaman Daerahdan Obligasi Daerah. 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 
APBD. 

Pasal 7 

Peraturan daerah ini rnulai pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 
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Menetapkan 

KESA TU 

22. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tuhun 2006 tentang 
Pcdoman Pengelnlnan Keuangnn Dnernh, yang tclah discmpurnakan 
dengan Peraturan Menter] Dalam Ncgeri Nornor 59 Tahun 2007; 

23. Pcrnturan Mentcri Dnlnm Negcri Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Pcdoman Penyusunnn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggarnn 2008; 

24. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 21 Tahun 2007 tcntang 
Pengelurnpokan Kemampuan Keunngnn Daerah, Penganggaran dan 
Pcrtanggungjawnhan Penggunaun Belunja Penunjang Operasional 
Pimpinan Dewan Perwakllan Rakyat Deerah sena Tatacara 
Pengembalian 'funjangan Komunik.nsi Intensif dan Dann Operasional: 

MEMUTUSKAN : 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang 
Perubahan Anggaran Pcndapatan dan llelanja Daerah Tahun Anggaran 2008 
dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang l'enjabaran Perubahan 
Anggarun Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2008 adalah 
sebagai berikut : 

I. PENDAP AT AN : 

I. Setiap Perubahan/ Pergeseran Anggaran Pendapatan yang 
mengalami perubahan berupa penambehan dan/ atau pengurangan 
akibat dilakukannya pergcseran anggaran dimaksud harus dijelaskan 
dalam kolom keterangan Petaturan Kepala Deerah tentang 
Penjnbnran Pcrubahan APilO, sesuai Peraturan Mcntcri Dnlam 
Negerl Nomor 30 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belauja Daerah Tahun Anggaran 2008. 

2. Rcncaua penerimaan yang dinnggarkan pada Pcs Dinos Pendapatan 
Dacrah, dengan Kode Rekening sebagai berikut: 

1.20.1.20.06.00.4.3.l Pendepatan Hibah yang dlanggarkan 
sebelum perubahan sejumlab Rpl.440.507.000.- setelah 
perubahan sebesar Rp.424.662.000,· 
1.20.1.20.06.00.00.4.3.5 Bamuen Keuangan dari Propinsi atau 
Pemerintah Daerah Lainnya yang dianggnrkan setelah 
perubahan sebesar Rp.1.926.000.-dan 
1.20.1.20.06.00.00.4.3.6 Sumbangan Pihak ·. Ketiga yang 
diauggarkan setelah perubahau sebesar Rp.500.000.000,: 
2.0 l.2.0I.Ol.00.4.3.1. Pendapatan Hibah dianggarkan setelah 
perubahan sebesar Rp.70.000.000,- 

[lerdnsnrkan Pcroturai\ Menteri Delam Ncgcri Nomor 30 Tahun 
2007 tcntang Pedoman ' Pcnyusunan Anggaran Pendapaten Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, ditc�osk.a� b�hwn 
Penganggaran Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hns1J, Hibah, 
Dann Darurat, dan Sumbangan Pihak Ketiga, supaya dianggark� 
pada Saluan Keija Pengelola Keuangan Daerah ,(SKPKD), bagi 
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